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ABSTRAK 
 
 
Dicky Setiawan R. Nusu, Nim : B 111 09 371 Penerapan Asas Ultimum 
Remidium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap anak Yang Melakukan 
Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dibimbing oleh Aswanto 
selaku pembimbing I dan Dara Indrawati pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1). mengetahui dan menganalisis 
penerapan asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. (2). 
mengetahui pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim dalam 
menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri 
Gorontalo.  
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
menggunakan tipe kajian sosiologis/non doktrinal. Hal ini berarti bahwa 
dalam penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan asas ultimum 
remidium dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana 
dalam proses peradilan pidana anak, serta melihat pertimbangan 
apakah yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi 
anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak 
di Pengadilan Negeri Gorontalo. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan asas 
ultimum remidium di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penjatuhan 
sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diterapkan, hal 
ini dibuktikan dengan data empirik bahwa pada tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 bulan Januari sampai Maret Pengadilan Negeri 
Gorontalo telah menyidangkan perkara anak yang melakukan tindak 
pidana sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara atau kasus yang 
dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap terdakwa anak dijatuhi 
sanksi berupa sanksi pidana penjara. Hakim dalam memutus perkara 
pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus 
memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim 
dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan 
pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana 
yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut 
antara lain adalah aspek filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 
terkecuali Indonesia, (Nashriana, 2011:1). Perlindungan anak Indonesia 
berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan 
makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. 
Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-
negara terbelakang dan berkembang, menunjukan fenomena yang 
sama, anak dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. 
Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana 
penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan 
dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat 
mengabaikan pengaturan perlindungan anak, karena pemidanaan anak 
seharusnya adalah jalan keluar terakhir atau upaya terakhir (ultimum 
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remedium/the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu 
yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium atau the 
last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap 
kepentingan terbaik anak, (Hadi Supeno, 2010:67-70). 
Asas ultimum remidium untuk pemidanaan anak, juga memiliki 
landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu Beijing 
Rules, Riyadh Guidelines, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan 
Anak yang kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum Internasional 
seperti Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The  
Administration of Juvenile Justice) menegaskan bahwa sistem peradilan 
bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan 
memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum 
berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik 
pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya, 
(http://www.perlindungananak.blogspot.com/2010/08/). 
Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai 
dengan ketentuan yang ada dalam The Beijing Rules. Ditegaskan bahwa, 
menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu 
keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum 
serta terbatas pada kasus-kasus yang luar biasa. Ketentuan demikian 
terdapat dalam bagian satu prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang 
tujuan-tujuan peradilan bagi anak. Selanjutnya dalam The Riyadh 
Guidelines (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile 
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Delinquency) butir 54 menyebutkan tidak seorang anak atau remaja pun 
yang menjadi obyek langkah-langkah penghukuman yang keras dan 
merendahkan martabat di rumah, sekolah atau institusi-institusi lain, 
(http//kumpulan_artikel.blogspot.com/2010/macam-macamhak 
anak.html//). 
Asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang dikenal 
dalam doktrin ilmu hukum pidana, yang mengatakan bahwa hukum 
pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. 
Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui 
jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum 
administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Jika 
dikaitkan dengan asas hukum pidana yang bersifat publik memang 
terdapat suatu point dimana kedua asas ini saling bertolak belakang. 
Dengan asas bersifat publik menyebabkan hukum pidana memiliki 
karakteristik bahwa walaupun terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh seseorang telah dibuat perjanjian perdamaian dengan pihak 
korban, maka terhadap perkara tersebut tetap juga dapat dilakukan 
pemeriksanaan lanjutan ditingkat kepolisian. Selain itu dengan 
karekteristik "publik" nya, terhadap suatu tindak pidana yang memang 
telah disetujui korban dilakukan terhadapnya, pihak kepolisian tetap 
dapat memproses tindak pidana tersebut. 
Saat ini di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana 
anak bertumpu atau berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penjatuhan sanksi terhadap 
anak tidak hanya berupa penjatuhan pidana berupa sanksi yang harus 
mereka jalani di dalam lembaga pemasyarakatan (sanksi pidana) akan 
tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memberikan alternatif lain 
dalam penjatuhan sanksi kepada anak, yaitu berupa tindakan atau 
maatregel. Mengenai jenis sanksi terhadap anak dapat dilihat dalam 
Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, (Setya Wahyudi, 2011:3). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997, mengenai jenis-jenis sanksi, yaitu: 
1. Pidana Pokok terdiri dari: 
 
a. Pidana Penjara 
b. Pidana Kurungan 
c. Pidana Denda, dan 
d. Pidana Pengawasan. 
 
2. Pidana Tambahan terdiri dari: 
 
a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau, 
b. Pembayaran Ganti Rugi. 
 
Sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 menentukan jenis sanksi tindakan kepada anak, yang terdiri 
dari: 
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 
2. Menyerahkan   kepada   negara   untuk   mengikuti   pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja, atau 
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi 
sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
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pembinaan, 
dan latihan kerja. 
 
Diberlakukannya sanksi tindakan (maatregel) dalam undang-undang 
pengadilan anak adalah sebagai bukti bahwa dalam undang-undang 
tersebut tidak hanya menganut sistem satu jalur (single track system) 
akan tetapi dalam undang-undang pengadilan anak menganut sistem dua 
jalur (double track system). Sistem dua jalur atau double track system 
adalah suatu ketentuan yang memberikan alternatif kepada hakim dalam 
menentukan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada anak yang 
melakukan suatu tindak pidana, dan secara jelas pula bahwa penjatuhan 
sanksi berupa penjatuhan pidana penjara kepada anak adalah 
merupakan upaya terakhir atau yang lebih dikenal dengan asas ultimum 
remidium. Namun dalam pelaksanaannya seringkali asas ultimum 
remidium ini terabaikan.  
Kritikan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak 
masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan 
penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya 
masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan 
kesejahtraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa 
penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta 
bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif 
pada anak, akibat adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak. 
Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat 
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merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang, (Setya 
Wahyudi, 2011:3). 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi 
penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2011 
sampai dengan tahun 2012 terdapat 8 (delapan) perkara anak yang 
disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimana 
keseluruhannya dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana. Sejalan 
dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 
penelitian terkait dengan permasalahan mengenai penerapan asas 
ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak di 
Pengadilan Negeri Gorontalo. Untuk itu penulis mengangkat 
permasalahan ini melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan 
judul: 
"Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penjatuhan 
Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di 
Pengadilan Negeri Gorontalo". 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah   penerapan   asas   ultimum   remidium  dalam 
penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 
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pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo? 
2. Pertimbangan  apakah  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam 
penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas 
ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap  anak 
yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan apakah yang digunakan oleh 
hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. 
 
1.4    Manfaat Penelitian 
Pada dasarnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teori 
dan manfaat secara praktek. Dengan demikian dalam rencana penelitian 
ini yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut: 
1. Secara teori, adalah dalam rangka pengembangan ilmu 
hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan 
dengan proses peradilan pidana anak mengenai penerapan 
asas ultimum remidium dalam menjatuhkan sanksi bagi anak 
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yang melakukan tindak pidana. 
2. Secara  praktis, adalah memberikan masukan kepada aparat 
penegak hukum khususnya dalam penerapan asas ultimum 
remidium dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang 
melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak 
2.1.1 Pengertian Anak 
Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention on the Right of the 
Child (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak 
berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-
undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". 
Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya 
setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata 
hukum dikategorikan sebagai lex spesialist, semua ketentuan lainnya 
tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang 
dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 
Berkaitan dengan defenisi anak maka ada beberapa undang-
undang yang memberikan defenisi terhadap anak, sebagai berikut: 
1.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, 
mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 
tahun bagi laki-laki. 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan 
Anak, mendefenisikan anak berusia 21 tahun dan belum 
pemah menikah. 
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
mendefenisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak 
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nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 
tahun dan belum pemah kawin. 
4. Undang-Undang Nomor  39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang 
belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, membolehkan usia bekerja 15 tahun. 
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, 
yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
   
Maulana Hasan Wadong (Hadi Supeno, 2010:40) mengemukakan 
berbagai pengertian anak menurut sistem, kepentingan, agama, hukum, 
sosial dan lain sebagainya sesuai fungsi, makna dan tujuanya sebagai 
berikut: 
1.   Pengertian anak dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan 
Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan 
Negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak 
akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, 
diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 
diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara. 
2. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak 
Pengertian anak dari aspek sosiologis, yaitu anak adalah 
mahkluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa 
berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan 
Negara. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya 
karena berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan 
proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa karena 
kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisiknya dalam 
perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa. 
3. Pengertian anak dari aspek ekonomi, yaitu anak adalah 
seseorang yang berhak atas pemeliharaanya dan perlindungan, 
baik semasa dalam kandungan dan perlindungan lingkungan 
hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar. 
  
4. Pengertian anak dari aspek politik, yaitu anak sebagai 
tempat"issue bargaining". Politik yang kondusif, kebijaksanaan 
politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang  
mengaspirasikan status anak dan cita-cita memperbaiki anak-
anak dari berbagai kepentingan partai politik. 
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2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Anak 
Menurut Tolib Setiadi, (2010:176) pada dasarnya yang dimaksud 
dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. 
Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 
menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut 
hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 
16 tahun (Pasal 45 KUHP). Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak 
nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi 
anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. 
 
Wagiati Soetodjo, (2010:12) dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan 
pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:  
a. adanya perbuatan manusia; 
b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 
c. adanya kesalahan; 
d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Romli Atmasasmita (Tolib Setiadi, 2010:176) menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap 
perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun 
dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-
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norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 
pribadi si anak yang bersangkutan". 
Simanjuntak (Tolib Setiadi, 2010:176) juvenile delinquency adalah: 
"Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan 
tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat 
dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana 
didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. 
Kartini Kartono (Tolib Setiadi, 2010:177) juvenile delinquency adalah: 
"Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan 
gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan 
oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang". 
Namun menurut Wagiati Soetodjo (2010:12) terlalu extrim apabila 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, 
karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, 
proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan 
menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu 
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, 
melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis 
yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas 
tindakan yang telah dilakukannya. 
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2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak 
Menurut Roeslan Saleh (Marlina, 2009:69) dipidana atau tidaknya 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada 
saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang 
yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka 
tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah 
melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai 
kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan 
yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan 
pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme. 
Marlina (2009:69) ajaran dualisme memandang bahwa untuk 
menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu: 
1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah 
melakukan perbuatan yang  dilarang oleh aturan undang-
undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa 
yang melanggar aturan ini. 
2. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan 
bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh suatu  aturan  undang-undang,  maka  ditanyakan  
lebih lanjut, apakah   terdakwa   dapat dipertanggungjawabkan  
atau tidak mengenai perbuatan itu. 
 
Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu 
bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya 
kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk 
membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai 
hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan 
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu 
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perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan 
antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua 
adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan 
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau 
tidak, (Marlina, 2009:70). 
Marlina (2009:72-72) menyatakan bahwa dengan terpenuhinya 
syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana kepada seorang anak 
yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak 
tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap 
anak hendaknya haras memperhatikan perkembangan seorang anak. 
Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan 
kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian 
pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan 
perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan 
datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan 
musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus 
bangsa dan cita-cita bangsa. 
Menurut Setya Wayhudi (2011:53) penjatuhan sanksi kepada anak, 
dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya 
kejahatan; 
2. apakah  sanksi  itu  tidak  berakibat  timbulnya  keadaan  lebih 
meragikan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi 
yang tidak dikenakan; 
3. apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara 
efektif dengan kerugian yang lebih kecil. 
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Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat 
meragikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. 
Kecenderungan bersifat meragikan ini akibat keterlibatan anak dalam 
proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek 
penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat 
keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa 
penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, 
gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat 
semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol 
emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek 
negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum 
pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif 
keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.  
 
2.2  Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum 
Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan 
hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang 
berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat 
memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang 
diletakan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan 
juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari 
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keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan 
kewajiban menurut hukum. 
Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan 
masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan sebagai "kutup 
penekan" atau "pressure valve" atas segala pelanggaran hukum, 
ketertiban masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum. Peradilan 
juga masih tetap diharapkan berperan sebagai "the last resort" yakni 
sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga 
pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan 
kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). 
Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "pressure valve" dan 
"the last resort" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi 
dan kewenangan sebagai: 
1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (in guarding the freedom 
of society). 
2. Dianggap sebagai wali masyarakat (are regarding as custodian 
of society). 
3. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim 
disebut dengan ungkapan "judiciary as the upholders of the rule 
of law". 
 
Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan 
atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai suatu 
keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan 
himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu 
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah atau norma-
norma ini meliputi peraturan yang secara hirarki tersusun dan berpuncak 
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pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yaitu 
hidup tertib dan tentram. Untuk memberikan suatu keadilan, peradilan 
melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan 
pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis 
peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang   
berpuncak   pada   lembaga   pengadilan, berproses secara konsisten 
dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan 
secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang 
berbentuk badan peradilan. 
Arief Sidharta (Maidin Gultom, 2010:66) mengatakan bahwa 
peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imparsial-objektif, 
serta adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya 
dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang 
implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara. 
Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan 
konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di 
antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan 
masyarakat. Keadilan merupakan intregasi dari berbagai nilai 
kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai 
pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang sedang 
dihadapi. 
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2.3 Sisitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia 
2.3.1  Kedudukan Peradilan Anak 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
merapakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU 
No 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada 
dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan 
yang berada dibawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan dalam 
lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini membedakan 
antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai 
lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan 
peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 
peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau 
mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan umum adalah peradilan 
bagi rakyat pada umumnya, mengenai baik perkara pidana maupun 
perkara perdata. 
Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat 
badan peradilan yang sudah ada, berdasarkan pasal 15 UU No 48 
Tahun 2009 dapat diketahui bahwa peradilan khusus hanya dapat 
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud 
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dalam pasa 10 yang diatur oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman. 
Sesuai dengan hal ini peradilan anak merupakan peradilan khusus, 
merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah peradilan umum. 
Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang 
berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada 
dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan 
umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. 
Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek 
tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, 
dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta 
menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan 
yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada 
kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kodisi fisik, 
mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.  
2.3.2 Tujuan Peradilan Anak 
Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, 
tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. 
Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, 
sebagimana diatur dalam pasal 2 UU No. 48 Tahun 2004 yang 
menentukan sebagai berikut: 
“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
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Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan: "Sidang pengadilan 
anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagimana 
ditentukan dalam undang-undang ini". 
Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah "mengadili". 
Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, hakim melakukan 
kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu 
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, setelah itu 
mempertimbangkan dengan memberi penilaian atas peristiwa itu, serta 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan 
kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 
Dalam mengadili, hakim berusaha kembali menegakan hukum yang 
dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui 
peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik 
anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. 
Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik 
kembali dan memperbaiki siakp dan perilaku anak sehingga ia 
dapat meninggalkan perilaku buruk yang selam ini telah ia lakukan. 
Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan 
bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, 
adalah menjadi landasan peradilan anak. 
Pasal 1 butir 1 a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
menentukan: "Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan 
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penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangnnya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun 
sosial". Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan 
merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. 
Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga 
perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai 
oleg peradilan pidana anak.  
Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradialan 
pidana anak dengan UU kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun 1979). 
Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, 
pendidikan melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan. Aspek 
perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi 
psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, 
penganiyaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan 
sebagainya. 
Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi 
pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum 
guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. 
Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, perlu diadili oleh suatu badan 
peradilan tersendiri. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah 
bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat 
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yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, 
yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. 
2.3.3  Asas-Asas Dalam Peradilan Anak 
Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, 
artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan 
Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk 
memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung 
sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif 
Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. 
Undang-Undang pengadilan Anak dalam pasal-pasalnya 
menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang 
perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas tersebut sebagai 
berikut:  
1. Pembatasan umur. 
Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak 
ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) 
tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin, (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 
3 Tahun 1997). 
2. Ruang lingkup masalah dibatasi. 
Masalah yang diperiksa dipengadilan anak hanyalah 
menyangkut perkara anak. Sidang anak hanya berwenang 
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memeriksa perkara pidana anak saja, jadi masalah-masalah lain 
di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak, (Pasal 21 UU 
No. 3 Tahun 1997). 
3. Ditangani pejabat khusus. 
Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik 
anak, penuntut umum anak dan hakim anak. 
4. Peran pembimbing kemasyarakatan. 
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan. 
Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam 
suasana kekeluargaan, sehingga penuntut umum,penasehat 
hukum dan hakim tidak menggunakan toga. 
6. Keharusan split sing. 
Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik 
yang berstatus sipil maupun militer. 
7. Acara pemeriksaan tertutub. 
Acara pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutub untuk umum 
dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka, (Pasal 153 
KUHAP dan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). 
8. Diperiksa oleh hakim tunggal. 
Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di 
tingkat pertama, banding dan kasasi dilakukan dengan 
hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan 
pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit 
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maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, 
perkara diperiksa dengan hakim majelis. 
9. Masa penahanan lebih singkat. 
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur 
dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa 
penahanan dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan 
terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama 
tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, 
mental dan sosial anak. 
10. Hukuman lebih ringan. 
Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal atau yang 
melakukan tindak pidana lebih ringan dari pada yang ditentukan 
dari KUHP. Bahkan hakim dalam pengadilan anak harus jeli 
mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana 
terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remidium). 
 
2.4 Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Sebagai Sistem 
Pemidanaan 
2.4.1 Jenis-Jenis Hukuman Dalam Peradilan Anak 
Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang 
yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak 
pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan 
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pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang 
bersangkutan, (Tolib Setiadi, 2010:209). 
Jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan dalam peradilan anak 
adalah jenis-jenis pidana yang berbeda dengan jenis pidana menurut 
ketentuan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP jenis hukuman 
mencakup: 
1. Hukuman Pokok: 
 
a. Hukuman Mati. 
b. Hukuman Penjara. 
c. Hukuman Kurungan. 
d. Hukuman Denda. 
 
2. Hukuman Tambahan: 
 
a. Pencabutan hak-hak tertentu. 
b. Perampasan barang tertentu. 
c. Pengumuman putusan hakim. 
 
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak berupa: 
 
1. Pidana Pokok terdiri dari: 
 
a. Pidana Penjara 
b. Pidana Kurungan 
c. Pidana Denda, dan 
d. Pidana Pengawasan. 
 
2. Pidana Tambahan terdiri dari: 
 
a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau, 
b. Pembayaran Ganti Rugi. 
 
Sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
menentukan jenis sanksi tindakan kepada anak, yang terdiri dari: 
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 
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2. Merryerahkan   kepada   negara   untuk   mengikuti   pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja, atau 
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi 
social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja. 
 
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal 
sebagaimana diatur oleh oleh ketentuan Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 
adalah: 
1. Pidana  penjara  yang   dapat   dijatuhkan   kepada   anak   
nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang 
dewasa. 
2. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara 
yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 
3. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan   pidana mati 
dan pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal 
tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b. 
4. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak 
diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal 
tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24. 
 
Dalam hal pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 3 
Tahun 1997, yang menyatakan sebagai berikut: “Pidana kurungan yang 
dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama Vi (satu per dua) dari maksimum 
ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”. 
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Kemudian dalam hal pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 
28 UUNo. 3 Tahun 1997 ditentukan sebagai berikut: 
1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana 
denda bagi orang dewasa. 
2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib 
latihan kerja. 
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda 
dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama 
latihan kerja tidak lebih dari empat jam sehari serta tidak 
dilakukan pada malam hari. 
 
Sedangkan dalam hal pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 29 
UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan sebagai berikut: 
1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila 
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. 
2. Dalam    putusan    pengadilan    mengenai    pidana    
bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentuka syarat 
umum dan syarat khusus. 
3. Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. 
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 
tertentu yang ditetapkan  dalam putuan hakim  dengan tetap 
memperhatikan kebebasan anak. 
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebuh pendek dari 
pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. 
6. Jangka waktu pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) paling lama tiga tahun. 
7. Selama menjalani pidana bersyarat Jaksa melakukan 
pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah 
ditentukan. 
8. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai 
Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien Pemasyarakatan. 
9. Selama anak nakal berstatus sebagai klien Pemasyarakatan 
dapat mengikuti pendidikan sekolah. 
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Adapun mengenai pidana pengawasan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan: 
1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal sebagaimana dimaksud dalam Paal 1 angka 2 huruf a, 
paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun. 
2. Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  maka anak  tersebut  
ditempatkan dibawah  pengawasan    Jaksa    dan    bimbingan    
Pembimbing Kemasyarakatan. 
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara diatur lebih lanjut 
oleh Peraturan Pemerintah. 
 
Dalam hal Hakim memutuskan anak nakal diserahkan kepada 
Negara, maka menurut ketentuan Pasal 31 UU No. 3 Tahun 1997 
dinyatakan: 
1. Anak nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada 
negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 
sebagai Anak Negara. 
2. Demi kepentingan anak Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman agar 
Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah atau Swasta. 
 
Khusus dalam hal pendidikan, pembinaan dan latihan kerja 
ditegaskan oleh ketentuan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 1997 yang 
berbunyi sebagai berikut: “Apabila Hakim memutuskan bahwa anak nakal 
wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya 
sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja tersebut dilaksanakan”. 
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2.4.2 Hubungan Penetapan Sanksi Dengan Tujuan Pemidanaan 
Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu 
sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai 
apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk 
menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu merupakan proses 
paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak 
orang dan istitusi yang berbeda. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap 
penetapan sanksi dan juga sebagai memberikan sanksi dalam hukum pidana. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto (Sholehuddin, 
2003:114) menyatakan pemberian pidana in abstracto adalah 
menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk 
undang-undang, sedangkan pemberian pidana in concereto menyangkut 
berbagai badan kesemuanya mendukung dan melaksanakan stesel 
sanksi hukum pidana itu. 
Barda Nawawi Arief (Sholehuddin, 2003:118) menyatakan 
sehubungan dengan masalah penetapan sanksi pidana sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu haras dirumuskan 
terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang 
tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah dengan kemudian bertolak 
atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau 
tindaka apa yang dapat digunakan. 
 
J.E Sahetapy (Bunadi Hidayat, 2010:64) menyatakan bahwa 
dalam hal menjatuhkan sanksi pidana tidak boleh mendasarkan 
emosi atau bersifat kejam atau mengakibatkan penderitaan tanpa 
batas. Hal ini dikarenakan oleh tujuan hukum pidana adalah untuk 
membimbing dan mengatur tingkah laku seseorang dalam 
hubungannya dengan masyarakat agar terhindar secara keseluruhan 
atau sebagian dari konsekuensi tabiatnya yang membahayakan bagi 
orang tersebut. 
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Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi 
orang perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi 
kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan 
yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan 
penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. 
Tujuan pidana sekarang telah menjurus kearah yang lebih rasional. 
Dahulu tujuan pidana adalah pembalasan atau memuaskan pihak yang 
dendam baik masyarakat di tempat suatu tindak kejahatan itu berlangsung 
maupaupun dari pihak korban. Sekarang tujuan utama dari pidana itu 
adalah untuk pembinaan bagi pelanggar, suatu penjelasan baik dari 
pelanggar hukum itu sendiri, ataupun kepada mereka yang 
mempunyai potensi menjadi perbaikan diri terhadap penjahat agar ia 
insyaf dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 
Menurut Made Sadhi Astuti (Bunadi Hidayat, 2010:68) tujuan 
pemidanaan adalah: "sebaiknya didasarkan atas kebijaksanaan karena 
fisik, mental dan spritual anak sangat mempengaruhi dan menghambat 
pertumbuhan anak". Selanjutnya Made Sadhi Astuti mensitasi 
pendapat Moeljatno bahwa: "Pidana diharapkan untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan pidana dan menginsyafkan pelaku tindak 
pidana bahwa apa yang dilakukan itu adalah keliru dan tidak akan 
mengulangi lagi". Pelaksanaan hukum yang mengandung asas 
kemasyarakatan dan perikemanusiaan merupakan sendi-sendi Pancasila. 
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2.5 Asas Ultimum Remidium Dalam Peradilan Anak 
Asas ultimum remidium atau the last resort principle) dalam peradilan 
anak tidak terlepas dari peranan Hakim anak dalam mengadili perkara 
anak. Peranan hakim dalam peradilan anak sangat penting karena 
vonis dari hakim apakah akan menjatuhkan pidana {straf) atau 
memberikan tindakan (maatregel) menjadi hal 
yangpenting,(http://www.perlindungananak.blogspot.com/2010/08/.html//).  
Dalam Undang Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini 
telah diatur juga tentang beberapa syarat hakim anak. Menurut pasal 10, 
salah satu syarat untuk diangkat menjadi hakim anak adalah mempunyai 
minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Persyaratan 
sedemikian, mencerminkan adanya unsur perlindungan terhadap anak. 
Diharapkan Hakim Anak yang mengadili anak nakal dalam memberikan 
keputusannya, memutus dengan lebih mengedepankan dan melindungi 
kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child). 
Menurut Hadi Supeno (2010:111) terkait dengan pemidanaan terhadap 
anak menyatakan bahwa: 
“Pemidanaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya 
terakhir (ultimum remidium), dengan menyadari bahwa anak 
melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan 
kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-
orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya 
pemejaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”. 
 
Menurut Labeling theory, kenakalan anak dapat muncul karena 
adanya stigma "nakal" dari orang tua, tetangga, teman sepergaulan, 
saudara, guru, atau masyarakatnya, bahkan putusan pengadilan. 
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Berkaitan dengan ini ada 3 proposisi teori labeling yang dapat dikaitkan 
dengan penerapan sistem peradilan terhadap anak nakal, yaitu: 
1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar 
peraturan perundangundangan, melahirkan karena ia 
ditetapkan demikianoleh penguasa; 
2. Tindakan penangkapan  merupakan  langkah  awal  dari  
proses labeling; 
3. Labeling merupakan suatu proses yang melakukan 
identiflkasi dengan citra sebagai devian dan subkultur serta 
menghasilkan rejection of the rejector. 
 
Pemberian status "tahanan anak", "tersangka anak", "terdakwa 
anak", "anak pidana", atau "anak negara" melalui sistem peradilan anak 
dapat menjadi label bagi anak. Label tersebut dapat mengakibatkan 
kenakalan anak yang bersangkutan pada masa yang akan datang. 
Kenakalan anak yang muncul setelah anak diberi label oleh negara 
sebagai "anak nakal" merupakan secondary deviant. Penjatuhan 
pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas 
subsidiaritas (ultimum remedium) bertentangan dengan ketentuan 
ketentuan dalam The Riyadh Guidelines yang menyatakan bahwa pidana 
penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang 
tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga 
harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis anak, tempat 
atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Sealin itu 
dipertimbangkan juga tentang perbuatan pidana tersebut dapat 
membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan anak nakal. 
Sebenamya masih banyak jenis tindakan/maatregel yang dapat diberikan 
agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian hukum (legal research) yang dilakukan ini adalah 
menggunakan tipe kajian sosiologis/non doktrinal (socio legal research). 
Menurut Syamsuddin Pasamai (2010:61) yang dimaksud dengan 
penelitian sosiologis/non doktrinal (socio legal research), yaitu studi 
empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan 
mengenai proses bekerjanya hukum. Hal ini berarti bahwa dalam 
penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan asas ultimum remidium 
dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana dalam 
proses peradilan pidana anak, serta melihat pertimbangan apakah yang 
digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang 
melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak di 
Pengadilan Negeri Gorontalo. 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan 
dasar pemikiran bahwa dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan 
Negeri Gorontalo, dimana terhadap terdakwa dalam hal ini adalah anak 
selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi pidana penjara.  
3.3 Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan: 
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a. Data primer, di mana data ini diperoleh dari lokasi penelitian 
melalui wawancara. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara 
langsung dari sumber pertamanya. Di  dalam penelitian  
hukum,  data sekunder mencakup: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari 
berbagai aturan hukum dan asas-asas hukum yang 
berkaitan dengan peradilan pidana anak. 
2. Bahan    hukum    sekunder,    yaitu    bahan    hukum    
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 
Bahan hukum sekunder dimaksud adalah literatur/pustaka 
hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal hukum, 
pendapat para sarjana, kasus-kasus    hukum    yang   
berkaitan   dengan penelitian. 
3. Bahan hukum terrier (tersier), yakni bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum  sekunder,  seperti kamus hukum,  majalah, 
website dan sebagainya. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a.  Observasi Lapangan,   yaitu pengamatan   langsung  di  lokasi 
penelitian. 
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b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden 
maupun kepada informan atau pihak-pihak yang terkait dalam 
penyelesaian permasalahan yang akan diteliti. 
c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari 
berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 
3.5 Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Menurut Syamsuddin Pasamai (2010:28) deskriptif 
pada dasarnya data dari penelitian ini tidak keluar dari lingkup sampel, 
bersifat deduktif, dan berdasarkan teori-teori atau konsepsi-konsepsi yang 
bersifat umum, atau dengan kata lain penelitian dekriptif bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara sistematik dan akurat mengenai sesuatu 
fakta dan kareteristik tentang populasi atau mengenai bidang-bidang 
tertentu, sedangkan kualitatif adalah dimana pelaksanaan penelitian ini 
lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan 
induktif serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang 
diamati.  
Berdasarkan uraian di atas, maka setelah semua data terkumpul 
baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan diolah dan 
dianalisis dengan cara memberikan gambaran yeng jelas mengenai data 
yang diperoleh tentang permasalahan penerapan asas ultimum remidium 
terhadap penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses 
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peradilan anak di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk lebih mendapatkan 
gambaran nyata, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
Pelaksanaan perlindungan anak saat ini memang sering terabaikan 
oleh proses atau sistem peradilan pidana anak saat ini. Perlindungan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan 
pidana masih jauh dari mewujudkan kepentingan anak yang terbaik. 
Secara empirik berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri 
Gorontalo didapatkan bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana lebih didominasi oleh putusan berupa 
pidana penjara. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak menegaskan bahwa prisnsip pemidanaan terhadap anak 
sebagai langkah terakhir (ultimum remedium), oleh sebab pidana 
perampasan kemerdekaan adalah pidana yang paling dihindarkan 
terhadap pelaku tindak pidana anak mengingat dampak negatif dan 
stigmatisasi pada anak, akan tetapi kenyataannya tidak berjalan lebih 
baik. 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkara anak yang 
disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimana terhadap 
putusannya selalu di dominasi oleh penjatuhan sanksi pidana, maka dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Sumber Data : Pengadilan Negeri Gorontalo 
Keterangan: 
Dari gambaran tebel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2011 
terdapat 5 (lima) perkara atau tindak pidana anak yang disidangkan di 
Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tahun 2012 terdapat 3 (tiga) perkara, 
yang dimana terhadap keseluruhan perkara tersebut pengadilan melalui 
putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana. 
 
 
Tahun 
 
 
No. Perkara 
 
 
Jenis 
Perkara 
 
 
Nama Pelaku 
 
 
Umur 
 
 
Jenis 
Sanksi 
 
 
 
 
2011 
 
 
08/Pid.B/2011/PN. Gtlo 
 
Penganiayaan 
 
Zainal Al Hasni 
 
16 thn 
 
Pidana 
Penjara 1 
Tahun 
 
16/Pid.B/2011/PN. Gtlo 
 
Pencurian 
 
Safrin Mbuinga 
 
17 thn 
 
Pidana 
Penjara 6 
Bulan 
 
36/Pid.B/2011/PN. Gtlo 
 
Pencurian 
 
Yohan Hoke 
 
17 thn 
 
Pidana 
Penjara 4 
Bulan 
 
77/Pid.B/2011/PN. Gtlo 
 
Pencabulan 
 
Melki Liando 
 
13 thn 
 
Pidana 
Penjara 2 
Tahun 
 
78/Pid.B/2011/PN. Gtlo 
 
Penganiayaan 
 
Stevaniayanto 
Abdullah 
 
15 thn 
 
Pidana 
Penjara 4 
Bulan 
 
 
2012 
 
94/Pid.B/2012/PN. Gtlo 
 
Pengeroyokan 
 
Ramdhan Thoma 
 
17 thn 
 
Pidana 
Penjara 7 
Bulan 
 
109/Pid.B/2012/PN.Gtlo 
 
Penggelapan 
 
Silki Djafar 
 
15 thn 
 
Pidana 
Penjara 10 
Bulan 
 
203/Pid.B/2012/PN.Gtlo 
 
Laka Lantas 
 
Rizki Kaunang 
 
15 Tthn 
 
Pidana 
Penjara 8 
Bulan 
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Adapun beberapa kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti dengan responden terkait dengan penerapan asas ultimum 
remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana, adalah sebagai berikut: 
Menurut Bapak Bapak David F.A Porajow selaku Hakim Di 
Pengadilan Negeri Gorontalo yang diwawancari menyatakan bahwa: 
Asas ultimum remidium memang harus diterapkan dalam mengadili 
suatu perkara atau tindak pidana yang dimana terdakwanya adalah 
anak. Proses peradilan anak memang berbeda dengan proses 
peradilan pada umumnya jika terdakwanya adalah orang yang sudah 
dewasa. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya perbedaan dalam 
acuan hukum acara pidananya, yang dimana untuk terdakwa orang 
dewasa mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan 
khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu pada 
ketentuan hukum acara sebagaimana yang telah dituangkan dalam 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
 
Lebih lanjut Bapak David F.A Porajow mengungkapkan bahwa: 
Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana 
pembuat UU secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan dalam 
UU Pengadilan Anak khusunya berkaitan dengan stesel pemidanaan 
menganut sistem dua jalur atau yang dikenal dengan istilah Double 
Track System, yang dimana antara saksi pidana dan sanksi tindakan 
dianggap berdiri sendiri sehingga kedudukan antara sanksi pidana 
dan sanksi tindakan memiliki derajat yang sama/setara atau dengan 
kata lain sanksi tindakan dalam peradilan anak tidak bersifat fakultatif 
atau tidak sebagai pelengkap saja untuk sanksi pidana. Oleh sebab 
itu maka hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan 
dengan menggunakan sanksi mana yang tepat atau layak diberikan 
kepada anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam UU 
Pengadilan Anak juga secara jelas menganut asas ultimum remidium 
yang dimana penjatuhan sanksi berupa pidana adalah upaya 
terakhir, sedangkan sanksi tindakan seharusnya lebih diutamakan 
dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, 
dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi anak. 
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Menurut Bapak Arif Hakim Nugraha, selaku Hakim di Pengadilan 
Negeri Gorontalo, yang diwawancari menyatakan bahwa: 
Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, dimana 
seharusnya hakim benar-benar perlu mempertimbangkan 
kepentingan terbaik bagi anak, dan menurut saya sebetulnya sanksi 
yang tepat untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah 
merupakan sanksi tindakan, oleh sebab sekalipun anak adalah 
pelaku tindak pidana maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai 
korban, korban akibat kurangnya pengawasan atau kontrol oleh 
orang tua, masyarakat bahkan pemerintah, yang dengan kurangnya 
pengawasan atau kontrol tersebut inilah yang dapat menyebabkan 
anak tersebut terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
yang melanggar hukum, seperti melakukan tindak pidana pencurian, 
penganiayaan, menggunakan obat-obat terlarang, mengkonsumsi 
minuman beralkohol dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sanksi 
tindakan lebih memiliki manfaat yang baik untuk diberikan kepada 
anak yang terlanjur melakukan perbuatan atau tindak pidana. Oleh 
karena sanksi tindakan tidak hanya dimana anak tidak dititipkan 
dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi sanksi tindakan lebih 
mengarah kepada perbaikan perilaku anak, seperti malakukan 
pembinaan, rehabilitasi serta memberikan pendidikan yang terbaik 
kepada anak.  Lain halnya dengan sanksi pidana yang menurut saya 
sanksi pidana adalah lebih mengarah atau menjurus pada pemberian 
penderitaan terhadap pelaku tindak pidana. 
 
Lebih lanjut Bapak Arif Hakim Nugraha mengungkapkan bahwa: 
Oleh karena itu seharusnya hikim menurut saya didalam mengadili 
perkara anak, harusnya tidak hanya mempertimbangkan hal-hal 
yang bersifat yuridis saja tetapi juga lebih mempertimbangkan hal-hal 
yang bersifat non yuridis, seperti mempertimbangkan dari segi aspek 
sosiologis, psikologis anak serta aspek kriminologinya. Dengan 
pertimbangan ini maka menurut saya di dalam putusannya nanti 
akan pula memberikan sanksi yang tepat kepada anak (sanksi 
tindakan) yang lebih bernilai edukatif atau mendidik. 
 
Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan beberapa responden 
selaku hakim, dimana respondenpun mengatakan bahwa asas ultimum 
remidium sangat perlu untuk diterapkan dalam proses persidangan 
perkara anak, akan tetapi fakta empirik dalam proses persidangan perkara 
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anak di Pengadilan Negeri Gorontalo asas ultimum remidium yang 
mengartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak 
adalah upaya terakhir tidak diterapkan oleh karena berdasarkan fakta 
empirik bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dimana 
terdapat 8 (delapan) perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri 
Gorontalo yang dimana keseluruhan terhadap terdakwa anak dijatuhi 
pidana penjara. 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Penerapan  Asas   Ultimum   Remidium  Dalam Penjatuhan 
Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di 
Pengadilan Negeri Gorontalo 
Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang 
dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat 
dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya 
pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah 
pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan 
penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta 
acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap 
pelaku tindak pidana anak. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak perlu ada perbedaan antara prilaku orang dewasa dengan 
pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum 
belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang 
masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut 
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pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan 
bagaimana haknya dilindungi hukum, (Mulyana W. Kusumah, 1996:3). 
Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana diproses melalui 
proses peradilan pidana dengan menggunakan landasan yuridis yaitu 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peradilan 
Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa 
yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani 
perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan 
sekali dalam menyelesaikan perkara anak nakal agar tidak terjadi 
pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pada pemeriksaan proses peradilan 
pidana, anak kerapkali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena 
rendahnya pengetahuan anak dengan demikian perlu mendapatkan 
bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. 
Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha sebagai 
berikut: pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, 
pencegahan, pengaturan, penjaringan, dan usaha ini tidak mengabaikan 
aspek-aspek mental, fisik dan sosial seseorang.  
Hak-hak anak pada pemeriksaan di tingkat peradilan tersebut harus 
diberi perhatian khusus dari peningkatan kualitas peradilan, 
pengembangan perlakuan adil maksudnya yaitu sesuai dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh undang-
undang tersebut dibedakan antara anak dengan orang dewasa dan 
kesejahteraan yang bersangkutan selama proses peradilan. Berbicara 
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mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, 
karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik 
menyangkut diri prilaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan 
unsur dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat 
negatif bagi yang dikenai pidana, khususnya adalah anak. 
Terhadap anak nakal, hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan 
yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 23 dan 24. Anak yang 
melakukan tindak pidana ataupun prilaku menyimpang, ia tetap harus 
dilindungi, karena anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya 
manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan 
perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan 
masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap 
pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut, karena 
anak berbeda dengan orang dewasa, di mana anak merupakan harapan 
bangsa yang nantinya akan menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu 
yang akan datang. Untuk melindungi anak tersebut dari perlakuan hukum 
yang sewenang-wenang, maka dibentuklah Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak 
meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana ataupun perilaku 
penyimpang lainnya. 
Keberadaan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, yaitu UU 
No. 3 Tahun 1997 ini memberikan harapan akan tersedianya peraturan 
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hukum yang mengkhususkan pengaturan terhadap anak nakal. Peraturan 
ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang 
menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang 
terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut 
peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Dalam Undang-Undang 
Tentang Pengadilan Anak terdapat pengaturan tentang batas usia anak 
yang menjadi kompetensi absolutnya, sanksi pidana yang dapat 
diancamkan, hukum acara, dan tindakan (maatregel) bagi anak nakal 
pelaku tindak pidana (anak nakal dan anak yang melakukan perbuatan 
yang terlarang bagi anak). 
Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan 
perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana 
(emphasized the rehabilitation of youthful offender) sebagai orang yang 
masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang 
dewasa. Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem 
peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana 
termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak,  yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 
hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta 
penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam ketentuan pasal 16 
Ayat (3) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, 
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 
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sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (ultimum remidium). 
Pemberian pembedaan perlakuan terhadap perkara anak adalah 
salah satu bentuk perlindungan yang diakui dalam Undang Undang 
Tentang Pengadilan Anak. Asas ultimum remedium atau asas yang 
menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan 
perkara anak tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan dari hukum 
pidana anak atau dalam hal ini pemidanaan yang terdapat dalam Undang 
Undang Tentang Pengadilan Anak. Dalam instrumen internasional diatur 
juga beberapa konvensi yang memberikan perlindungan kepada anak 
yang melakukan tindak pidana. Perlindungan ini tidak hanya mengenai 
hak-hak normatif anak saja tetapi juga ada perlindungan terhadap anak 
yang akan dikenakan sanksi pidana. Perlindungan itu berupa pengenaan 
tindakan dari pada pidana. Pidana sebagai alterantif terakhir dan jangka 
waktunya diusahakan sesingkat mungkin. 
Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak 
berpedoman pada Standard Minimum Rules of the Administration of 
Juvenile Justice (The Beijing Rules), yang memuat prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
1. Kebijakan sosial memajukan kesejahtraan anak secara maksimal 
memperkecil intervensi sistem peradilan pidana. 
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam 
proses peradilan pidana. 
3. Penentuan batasan usia pertanggungjawaban kriminal terhadap 
anak. 
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum 
remidium). 
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5. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang 
tua/wali. 
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. 
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana. 
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan 
dengan pearturan ini. 
 
Beijing rules ini mempunyai dua sasaran yang penting yaitu: 
1.  Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran ini merupakan fokus 
utama dalam sistem hukum yang menangani perkara anak, 
khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model 
peradilan pidana yang menekankan kesejahteraan anak. 
2.  Prinsip proporsionalitas. Prinsip yang merupakan alat untuk 
mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum 
dalam arti membalas sematamata (just desort). 
 
Menurut penulis, prinsip-prinsip Beijing Rules di atas, mengatur anak 
pelaku tindak pidana untuk dihindarkan dari sanksi pidana penjara, akan 
tetapi prinsip tersebut belum sepenuhnya dimasukkan dalam UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selain itu terdapat kekurangan 
dalam peraturan perlindungan anak sehingga pelaksanaan peradilan anak 
masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap 
anak, khusunya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang 
melakukan tindak pidana. Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang 
berhadapan dengan hukum atau yang telah melakukan tindak pidana, hal 
ini dapat dilihat diantaranya adalah jaksa dalam menangani kasus anak 
masih tetap cenderung memberikan tuntutan pidana dan bukan tindakan. 
Akibatnya dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan dapat 
memberikan keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana 
justru tetap berpandangan memberikan hukuman atau sanksi pidana. 
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Padahal secara jelas dalam penjatuhan saksi terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana dimana berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, hakim diberikan alternatif  untuk 
menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu seperti 
menjatuhkan sanksi tindakan, dan sebagaimana kita ketahui bahwa 
penjatuhan saksi berupa sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir 
atau ultimum remidium. 
Pada prinsipnya penjatuhan sanksi atau hukuman yang bersifat 
pidana oleh pengadilan melalui hakim terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana menurut penulis bukanlah hal yang salah, akan tetapi 
sebaiknya hakim perlu melakukan suatu pertimbangan apakah dengan 
putusan berupa sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak 
pidana dapat memberikan nilai edukatif terhadap anak atau nilai manfaat. 
Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana menurut 
penulis dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian. Adapun 
dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya 
adalah, anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak 
pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu 
singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang 
positif dari orang tua terhadap terpidana anak, anak menjadi lebih ahli 
tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari 
terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana 
untuk mempelajari prilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak 
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akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan, anak tersebut diberi cap oleh 
masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling dalam 
kriminologi yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para 
kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah 
individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai 
pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas, serta 
kemungkinan masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, 
terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang 
pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut 
sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga 
masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau 
anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan memberikan 
pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum 
tentu demikian adanya. 
Berdasarkan urain di atas, maka intinya dalam proses peradilan anak 
seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak maka harus 
menggunakan paradigma bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak 
harus benar-benar memiliki atau mempunyai nilai edukatif guna untuk 
kepentingan terbaik bagi anak kedepan nanti, sehingganya dalam 
penjatuhan sanksi terhadap anak hakim harus menerapakan asas ultimum 
remidium  yang dimana maksud dari asas tersebut bahwa menjatuhkan 
sanksi berupa sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau jalan 
terakhir untuk kepentingan terbaik anak. Berkaitan dengan penerapan 
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asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sering 
kali masih terabaikan dalam proses peradilan anak. Dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis khusunya di Pengadilan Negeri Gorontalo, juga 
dimana asas ultimum remidium ini juga terabaikan dalam proses peradilan 
dalam perkara atau kasus anak yang disidangkan. Tidak diterapkan asas 
ultimum remidium dalam persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri 
Gorontalo, hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan data empirik 
bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pengadilan Negeri 
Gorontalo telah mengadili atau memproses perkara anak sebanyak 8 
(delapan) perkara anak yang dimana keseluruhan perkara tersebut 
terhadap terdakwa dalam hal ini anak di jatuhi sanksi  pidana. 
Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga 
bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanski pidana bertujuan memberi 
penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia 
merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan 
penderitaan terhadap pelaku, sanski pidana juga merupakan bentuk 
pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, 
perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada 
ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur 
penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat 
mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi 
tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata 
ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari 
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ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu serta sanksi 
tindakan memberikan nilai mendidik terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana. Singkatnya, sanski pidana berorientasi pada ide 
pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski 
tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan pelaku. 
Perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, 
namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. 
Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, 
sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku 
perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan 
salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan 
menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi 
pertolongan agar dia berubah. J.E. Jonkers (Sholehuddin, 2003:32) 
memberikan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yaitu: 
“bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur-unsur pembalasan 
(pengimbalan), ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari 
ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si 
pembuat/pelaku, atau dengan kata lain sanksi pidana dititikberatkan 
pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan 
sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.  
Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan dan tujuan antara 
sanksi pidana dan sanksi tindakan, maka menurut penulis berkaitan 
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dengan masalah pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana 
dalam proses peradilan terhadap sanksi yang tepat untuk diberikan 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan 
suatu perbuatan tindak pidana adalah sanksi tindakan. Sanksi tindakan 
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu terdiri 
dari: Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
menyerahkan  kepada  negara  untuk   mengikuti pendidikan, pembinaan 
dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada departemen sosial atau 
organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja, dimana ketentuan sanksi tindakan tersebut 
lebih mengarah pada upaya untuk mendidik kembali anak pelaku tindak 
pidana untuk lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta 
sanksi tindakan tidak akan memberikan suatu efek atau stigma negatif 
terhadap perkembangan anak. 
4.2.2 Pertimbangan Yang  Digunakan  Oleh  Hakim  Dalam 
Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak 
Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo 
 
Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam 
kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut 
kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang 
diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan 
harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, 
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oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus 
agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan 
rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan 
mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu 
berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 
28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak 
tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan 
perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia 
untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-
undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya 
Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, 
hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk 
beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, 
berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. 
Penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap perkara anak 
masih digantungkan pada putusan hakim anak. Namun dalam 
menerapkan hukum positif hakim tetap harus memahami doktrin dalam 
ilmu pengetahuan hukum (Pidana) sebagai salah satu sumber hukum. 
Berdasarkan penelitian putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap 48 
(empat puluh delapan) perkara anak yang disidangkan dari tahun 2009 
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sampai dengan tahun 2013 pada bulan Januari sampai Maret ditemukan 
bahwa Hakim anak dalam menangani perkara anak cenderung 
menjatuhkan putusan yang berisi pemidanaan berupa pidana penjara 
meskipun dengan jangka pendek. Kecenderungan sedemikian 
bertentangan atau tidak sesuai dengan asas ultimum remidium karena 
pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan 
stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi 
kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya, pemberian pidana 
penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan 
anak. 
Hakim yang menangani perkara tindak pidana anak sedapat 
mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang 
tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang  jelek lebih baik dari 
lembaga pemasyarakatan anak yang baik (a bad home is better a good 
institution/prison). Hakim seyogianya harus benar-benar teliti dan 
mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam 
mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan 
kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. dihindarkan putusan 
hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam 
pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan. 
Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan 
mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. 
Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam 
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menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan 
putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan 
menegakkan kewibawaan hukum, (Maidin Gultom, 2010:120). 
Menurut penulis, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang 
khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa pada umumnya menginagt sifat-sifat emosional anak masih 
belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang 
baik dan yang buruk, oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam 
rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Salah satu 
aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah 
terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, 
untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui 
faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, 
sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam 
bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam 
bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mecerminkan 
keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan 
kebutuhan anak. 
Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus 
memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non 
yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu 
keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 
pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap 
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anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek 
filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ke empat aspek 
tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim 
untuk menganalisa secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman 
mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan tindak pidana 
anak disamping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim 
ketika ia menangani perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya 
akan menjadi lebih adil dan tepat. Aspek sosiologis berguna untuk 
mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu 
tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis 
anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah 
menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji 
sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana 
sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian 
hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan 
kebutuhan anak. 
Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
kepada anak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di 
Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dari hasil penelitian penulis mengutip 
secara singkat pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 
pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan dikutip 
dari pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor : 08/Pid.B/2011/PN. 
Gtlo dengan Terdakwa Anak Atas Nama Zainal Al Hasni yang berumur 16 
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(enam belas) Tahun. Sebelum menjatuhkan putusan pidana dalam 
pertimbangannya dimana hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
Menimbang : bahwa sebagaimana dalam saran dari Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam hasil penelitian 
kemasyarakatannya telah menyarankan kepada Majelis 
Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat akan tetapi 
Hakim berpendapat untuk mengesampingkan syarat dari 
Pembimbing Kemasyarakatan tersebut karena Majelis 
Hakim memandang saran tersebut tidak memenuhi rasa 
keadilan dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim 
berpendapat pidana yang setimpal dengan perbuatan 
terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar 
putusan. 
Menimbang : bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim 
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 
     Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
3. Terdakwa belum pernah dihukum. 
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Berdasarkan pertimbangan inilah Majelis Hakim dalam Putusan 
Perkara Nomor : 08/Pid.B/2011/PN. Gtlo dengan Terdakwa Anak Atas 
Nama Zainal Al Hasni yang berumur 16 (enam belas) Tahun menjatuhkan 
Putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah bahwa 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
Merujuk pada uraian singkat terkait dengan pertimbangan hakim 
sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa anak, maka 
menurut penulis dimana dalam pertimbangannya pertama, hakim 
mengesampingkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan agar kepada 
terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan tetap berpendapat bahwa 
terdakwa dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani pidana penjara 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, dalam pertimbangannya 
mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
dimana dalam pertimbangannya tidak terlihat adanya suatu pertimbangan 
yang secara eksplisit mempertimbangkan keadaan psikiologis anak, 
ataupun suatu keadaan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan 
anak atau terdakwa anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum (kriminologis). Pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan 
secara singkat di atas, menurut penulis juga tidak terlihat adanya suatu 
perbedaan dalam pertimbangan hakim sebagaimana dalam mengadili 
perkara orang dewasa, seperti pertimbangan mengenai hal-hal yang 
meringankan dimana dalam pertimbangan tersebut hakim hanya 
mempertimbangkan bahwa terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui 
58 
perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum, yang pada umumnya 
pertimbangan ini selalu dipertimbangkan dalam setiap perkara.  
Putusan merupakan tahap akhir dan merupakan tujuan akhir dari 
setiap pemeriksaan perkara dipersidangan. Penjatuhan putusan inilah 
yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa anak nakal atau anak 
yang diduga melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan sanksi pada 
anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana 
ditentukukan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Dasar pertimbangan-
pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka penjatuhan 
sanksi terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor, 
yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Dalam rangka penjatuhan sanksi 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim tidak dapat 
mendasarkan faktor yuridis saja kalau tidak mau terjebak dalam legistis 
semata yang bersifat kaku dan tidak pernah mencapai keadilan. Untuk itu 
faktor yuridis dan faktor non yuridis dipertimbangkan hakim bersama 
dalam satu kesatuan. 
a. Faktor Yuridis. 
Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan 
yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa mapun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta 
hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan 
dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur 
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tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan 
menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak yang melakukan 
tindak pidana. Selanjutnya selain jenis pidana, faktor yuridis berkaitan juga 
dengan pertanggungjawaban pidana dari anak nakal. Di sini hakim akan 
mempertimbangankan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh anak 
nakal dapat dipertanggungjawabkan kepada anak. Adakah unsur 
kesalahan atas diri anak nakal atas perbuatan yang didakwakan. Selain 
itu faktor yuridis ini juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang 
dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana 
yang telah dilakukan. 
b. Faktor Non Yuridis. 
Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan 
dengan penjatuhan sanksi kepada anak nakal di sini terdiri dari bebarapa 
faktor yaitu: 
1. Filosofis. 
Faktor folosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari 
hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang 
didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang 
bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak maka 
dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik 
anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997. 
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2.  Sosiologis 
Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial 
mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar 
pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, 
diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. 
Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, 
keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari 
pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, 
pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 
sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan sanksi. 
Faktor sosiologis ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan 
pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang 
terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan 
dipertimbangankan matang-matang. 
3.  Psikologis. 
Dalam rangka penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor 
penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak 
nakal. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi 
psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan 
setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan 
pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena 
pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya 
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penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak nakal tersebut. 
Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan 
kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS 
dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani 
persidangan anak. 
4.  Kriminologis. 
Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang 
anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak 
yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, 
hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari 
anak nakal dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh 
terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak nakal.  
Menyangkut faktor penyebab anak melakukan kenakalan, maka 
menurut penulis, terlebih dahulu memahami penyebab kenakalan anak. 
Bahwa dalam memahami teori perilaku kenakalan anak, tidak dapat 
melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori 
yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan 
pada umumnya, namun ada dua teori dalam ilmu kriminologi yang akan 
sangat membantu dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah laku 
dan pola kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu Teori Differentian 
Association dan Teori Control Social.  
Teori Differentian Association, adalah  teori yang dikemukakan oleh 
E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. 
62 
Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/delinkuensi 
dengan mengajukan 9 (sembilan) preposisi, yaitu:  
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif; 
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dalam suatu proses komunikasi; 
3.  Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi pada kelompok 
personal yang intim;  
4. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik 
melakukan kejahatan, arah khusus dari motif, dorongan, 
rasionalisasi dan sikap-sikap; 
5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi 
dari peraturan hukum yang menguntungkan atau tidak 
menguntungkan. 
6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap 
defenisi-defenisi yang menguntungkan dari pelanggaran 
terhadap hukum melebihi defenisi-defenisi yang tidak 
menguntungkan untuk melanggar hukum; 
7. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam 
frekuens, lamanya, prioritas, dan intensitas; 
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan 
pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh 
mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran; dan 
9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-
nilai umum. 
 
Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar 
dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan 
oleh Hirchi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di 
dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 
kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya 
seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang 
membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (social 
bound) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang 
menyimpang. 
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Meskipun faktor yuridis dan faktor non yuridis merupakan dasar 
pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal atau 
anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi pada kenyataannya 
pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam 
stelsel sanksi pidana. Kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana 
penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana walaupun anak 
tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Penjatuhan penjara 
ini menunjukkan pidana hanya dipandang sebagai usaha untuk 
menanggulangi kejahatan, bahkan terlihat adanya pandangan 
pemidanaan dipandang sebagai pembalasan. Hal ini dapat diketahui dari 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara secara 
umum dalam hal-hal yang memberatkan setiap perkara anak adalah 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat. 
Putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara 
anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo, menurut penulis 
menunjukkan bahwa sikap hakim pemutus perkara kental atau 
dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik, artinya suatu hukum baru 
dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau 
dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang 
diterapkan. Selain itu juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, 
menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh Undang-Undang 
Pengadilan Anak seharusnya lebih memahami segala hal ikhwal anak, 
dan tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan 
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positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir. Menyangkut tentang 
kasus anak yang melakukan tindak pidana, hakim sebaiknya lebih bijak 
melihat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimana 
putusan yang diberikan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik 
bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum karena dampak negatif penjatuhan 
pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir dari 
penutup skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemberian pembedaan perlakuan terhadap perkara anak adalah 
salah satu bentuk perlindungan yang diakui dalam Undang 
Undang Tentang Pengadilan Anak. Asas ultimum remedium atau 
asas yang menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir 
untuk menyelesaikan perkara anak tidak dapat dilepaskan dari 
sistem pemidanaan dari hukum pidana anak. Penerapan asas 
ultimum remidium dalam proses persidangan perkara anak 
sangat perlu diterapkan guna untuk menghindari adanya 
penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak yang 
terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau 
tindak pidana. Akan tetapi dalam proses persidangan perkara 
anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, asas ultimum remidium 
dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana tidak diterapkan, hal ini dibuktikan dengan data empirik 
bahwa pada tahun 2011sampai dengan tahun 2012 Pengadilan 
Negeri Gorontalo telah menyidangkan perkara anak yang 
melakukan tindak pidana sebanayak 8 (delapan) perkara atau 
kasus yang dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap 
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terdakwa anak dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara. 
2. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus 
memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan 
aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan 
dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat 
ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-
aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek filosofi, 
sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ke empat aspek 
tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu 
hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistis sehingga 
pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam 
hubungan dengan tindak pidana anak disamping sangat relevan, 
juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani 
perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan 
menjadi lebih adil dan tepat. 
5.2 Saran 
Dari uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana adalah sebagai ultimum remedium seharusnya 
menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan 
pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang 
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Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya 
hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang 
mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Hakim 
seharusnya mempertimbangkan putusannya dengan cermat 
apabila akan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. 
Oleh karena menjatuhkan tindakan (maatregel) atau pidana 
bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik 
menurut aspek perlindungan hukum anak. 
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus 
diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahtraan anak, 
bukan pemenuhan prosedur hukum. Oleh sebab itu, perlu segera 
dibangun sistem peradilan anak yang benar-benar memberikan 
perlindungan hukum terhadap anak. Peradilan anak 
diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan 
berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai 
progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap 
intregasi masyarakat dan kemajuan peradaban negara. Untuk itu 
sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan 
dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana adalah cukup dengan 
menjatuhkan sanksi berupa sanksi tindakan. 
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